
 
 
 

 

WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
 

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 32  TAHUN 2021  

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2017 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN  

PEMATANGAN LAHAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA SAMARINDA, 

 

Menimbang  :   a.  bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Pemberian Izin Pematangan Lahan sudah tidak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat 

ini sehingga perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Pemberian Izin Pematangan Lahan; 

 
Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah 

Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II 
Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 

Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat 

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis 
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Memiliki 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011); 

5. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 32 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Pemberian Izin Pematangan Lahan (Berita 

Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 32); 

 

 

MEMUTUSKAN: 
 

 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMATANGAN LAHAN. 

 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pematangan Lahan 

(Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 32) diubah 

sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan huruf i ayat (3) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 
 

Pasal 2 

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang akan 
melakukan kegiatan Pematangan Lahan di Daerah 

wajib memiliki Izin Pematangan Lahan dari 

Pemerintah Daerah. 

(2) Untuk mendapatkan Izin Pematangan Lahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara 

mengajukan permohonan secara tertulis kepada 

Walikota melalui Kepala Dinas Pertanahan dengan 
melampirkan persyaratan. 

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi: 

a. fotokopi identitas diri (KTP)Pemohon; 

b. izinlokasi; 

c. site plan yang telahdisahkan; 

d. rekomendasi Dinas Perhubungan Kota 
Samarinda (apabila kegiatan menggunakan jalan 

umum); 

e. surat tanah yang telah dikuasai ataudimiliki; 

f. izin lingkungan / dokumen lingkunganhidup; 
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g. peta koordinat / peta lokasi yangdimohon; 

h. peta kesesuaian dengan tata ruang;dan 

i. surat pernyataan diatas meterai Rp. 10.000,00 

(sepuluh ribu rupiah). 

 

(4) Format permohonan Izin Pematangan Lahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

(5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf i tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 

 

 

2. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB 
IIA dan di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

 

BAB II A 

JENIS USAHA RENCANA USAHA DAN/ATAU / KEGIATAN 
 

 

Pasal 5A 

Jenis rencana usaha dan/atau/kegiatan yang wajib memiliki 

Izin Pematangan Lahan merupakan kegiatan yang tidak berdiri 

sendiri melainkan merupakan bagian dari kegiatan utamanya. 

 

 
 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



-4- 

 

 

 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Samarinda. 

 

                                                                                Ditetapkan di Samarinda  

                                                                                pada tanggal 5 Agustus 2021  

                                                                                 WALI KOTA SAMARINDA, 

 

             ttd 

 

     ANDI HARUN 

 

Diundangkan di Samarinda 

pada tanggal 5 Agustus 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 
 
                       ttd 
                         

         SUGENG CHAIRUDDIN 

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR 217.  

       

      Salinan sesuai dengan aslinya 

   Sekretariat Daerah Kota Samarinda 
             Kepala Bagian Hukum, 

 

 
 

          EKO SUPRAYETNO, S.Sos. 

          NIP. 196801191988031002   

 

 
 

 

 


